
GUBERNUR LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
NOMOR 6 TABUK 2016 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAlf PELAKSANAAII ANGGARAN PEIIDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI L.AMPUNG TABUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

GUBERNUR LAMPmfGt 

Menimbang a.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang .Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015; 

~ 

I 

Mengingat 1.	 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 

3.	 Undang-UndangNomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-UndangNomor 12 Tahun 1994 (LembaranNegara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
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4.	 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 3988); 

5.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

9.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

11.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12.	 Undang-Undang· Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

13.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOIDor 

5679); 
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14.	 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
RepublikIndonesia Nomor 4574); 

16.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

17.	 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19.	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

20.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

21.	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

22.	 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

23.	 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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24.	 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

25.	 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa; 

26.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

27.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 315); 

28.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 432); 

29.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4041); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

dan 

GUBERNUR LAMPUNG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN' PENDAPATAN DAN 
BELANJADAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN AlfGGARAN 
2015. 

Pasa11 

(1)	 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Perubahan Ekuitas; 
f. Laporan Arus Kas; dan 
g. Catatan atas laporan keuangan. 
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(2)	 Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaba Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a 
Tahun 2015 sebagai berikut: 
a.	 Pendapatan 
b.	 Belanja dan Transfer 

Surplus 

c.	 Pembiayaan 
Penerirnaan 
Pengeluaran 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Rp. 4.787.308.489.026,39 
Rp. 4.781.202.048.883,15 
Rp. 6.106.440.143,24 

Rp. 111.474.702.213,43 
Rp. 15.069.547.500.00 
Rp. 102.511.594.856,67 

Pasa13 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 
berikut: 

1.	 Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah(Rp.208.780.231.568,61) 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. 
b. 

Anggaran pendapatan 
Realisasi 
Selisih kurang 

Rp. 
Rp. 
Rp. 208.780.231.568,61 

4.996.088.720.595,00 
4.787.308.489.026,39 

2. Selisih anggaran dengan realisasi 
Rp.310.248.201.759,28 dengan rincian se

belanja 
bagai berikut: 

dan transfer sejumlah 

a. 
b. 

Anggaran belanja dan Transfer 
Realisasi 

Rp. 
Rp. 

5.091.450.250.642,43 
4.781.202.048.883.15 

Selisih lebih	 Rp. 

3.	 Selisih defisit anggaran dengan realisasi 
Rp.(101,467,970,190.67) dengan rincian sebagai berikut: 

a.	 Anggaran defisit Rp. 
b.	 Realisasi Rp. 

310.248.201.759,28 

surplus sejumlah 

(95.361.530.047,43) 
6.106.440.143,24 

Selisih lebih Rp. (101,467,970,190.67) 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp.(543.624.666,00) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 110.931.077.547,43 
b. Realisasi Rp. 111.474.702.213,43 

Selisih lebih	 Rp. 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 
Rp.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 
b. Realisasi	 Rp. 

(543.624.666,00) 

pembiayaan sejumlah 

15.569.547.500,00 
15.069.547.500.00 

Selisih lebihjkurang	 Rp. 500.000.000,00 
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6.	 Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 
Rp.(1.043.624.666,00) dengan rincian sebagai berikut: 
a.	 Anggaran pembiayaan netto Rp. 95.361.530.047,43 
b.	 Realisasi Rp. 96.405.154.713,43 

Selisih lebihjkurang Rp. (1.043.624.666,00) 

Pasal4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 
Tahun 2015 sebagai berikut: 

a.	 Jumlah Aset Rp. 4.328.153.194.287,29 
b.	 Jumlah Kewajiban Rp. 690.225.367.335,40 
c.	 Jumlah Ekuitas Dana Rp. 3.637.927.826.951,89 

Pasal5 

rr>.	 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk 
tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 

a.	 Saldo kas awal per 1 Januari 2015 Rp. 114.224.602.249,43 
b.	 Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 865.512.531.175,24 
c.	 Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (874.475.638.532,00) 
d.	 Arus kas dari aktivitas Transitorisj Rp. (2.314.000.677,00) 

non-anggaran 
e.	 Saldo kas akhir per 31 Desember 2015 Rp. 102.947.494.215,67 

Pasal6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Daerah ini merupakan bagian yang terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang 
terdiri dari: 

a.	 Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; 
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintah daerah dan organisasi; 
Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut 
urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; 

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut 
urusan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan 
negara; 

Lampiran 1.5 : Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
 
Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah;
 
Larnpiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
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Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap 
daerah T.A. 2015; 

Lampiran 1.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya 
T.A.2015; 

Lampiran 1.10 : Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir 
tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya T.A. 2015; 

Lampiran 1.11 : Daftar Dana Cadangan T.5. 2015; 
Lampiran 1.12 : Daftar Pinjaman Daerah T.5.2015; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
c. Lampiran III : Neraca 
d. Lampiran IV : Laporan Operasional 
e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas 
f. Lampiran VI : Laporan arus kas 
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan 

Pasal8 

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 2014. 

Pasa19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 13 - Oktober- 2016 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 13 -Oktober - 2016 

SEKRETARIS DAERAH P OVIKSI LAMPUKG, 

Ir. ONO M.M 
Pemb a Utama Madya 

NIP. 19 0728 198602 1 002 

LEMBARAN DAERAR PROVINSI LAMPUNG TABUK 2016 KOMOR••~ •••••••• 

KOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVIKSI LAMPUNG ( / ) 


